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RINGKASAN

Kebijakan pidana pengawasan dalam hukum pidana di Indonesia diatur
dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f dengan pengaturan mengenai pidana
bersyarat dalam KUHP yang masih berlaku saat ini. Penjatuhan putusan mengenai
pidana bersyarat masih sedikit karena hanya sebagai cara pelaksanaan pidana yang
bukan termasuk pidana pokok. Penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim adalah
suatu penjatuhan pidana secara pasti yang pelaksanaannya saja ditunda dengan
syarat, sifatnya subjektif karena bergantung pertimbangan dan keyakinan hakim.
Oleh karena itu, upaya perbaikan terhadap KUHP dilakukan dengan disahkannya
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang mengatur pidana pengawasan sebagai bentuk pidana baru dalam pidana pokok
sebagaimana Pasal 65 sebagai bentuk penyempurnaan dari pidana bersyarat.
Kebijakan pidana pengawasan dalam KUHP 2023 memiliki batasan acaman pidana
penjara maksimal lima tahun yang berarti ada sifat obyektif bahwa tindak pidana
yang dapat dikenakan pidana pengawasan ialah tindak pidana yang tidak berat.
Belum terjadi penjatuhan pidana secara pasti. Hal ini selaras dengan tujuan
pemidanaan integratif yaitu sistem kekeluargaan tanpa menghilangkan sisi
penderitaan bagi pelaku dan juga sarana pencegahan, perlindungan masyarakat,
memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.

Pidana pengawasan dapat diberlakukan pada masa yang akan datang setelah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat diberlakukan. Hakim memiliki dasar
untuk menjatuhkan pidana pengawasan kepada terdakwa yang telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan
putusan terkait pidana pengawsan tetap berpegang terhadap ketentuan mengenai
tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan serta ketentuan dengan keadaan
tertentu yang diatur dalam Pasal 51-54 dan Pasal 70 Undang-Undang No.1 Tahun
2023.

KUHP Nasional yang akhirnya telah disahkan oleh pemerintah setelah
sekian lama berproses dan dimatangkan dari segala segi memang mengatur banyak
hal baru, diantaranya adalah pidana pokok yang dahulu terdiri atas pidana mati,
penjara, kurungan, denda, dan tutupan, kini berubah menjadi penjara, tutupan,
pengawasan, denda, dan kerja sosial. Ketentuan yang baru berlaku pada tahun 2026
tersebut menekankan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mengembalikan
terpidana kepada masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang
diharapkan yaitu memenuhi hak-hak para pihak, penting untuk membangun



paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative melalui perubahan subtansi
hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga dapat terwujud efektivitas
penegakkan hukum pidana. Dalam menciptakan sistem hukum yang kerkeadilan
mengenai tindak pidana ringan, diperlukan kebijakan dalam pembaharuan hukum
pidana dimasa mendatang, sehingga penggunaan sanksi pidana lebih tepat dan
efisien dalam menanggulangi kejahatan. Agar pelaksanaan pidana pengawasan
berjalan dengan efektif, peradilan pidana harus terintegrasi dengan baik.
Sinkronisasi subtansi hukum pidana baik hukum pidana materil maupun hukum
pidana formil menjadi penting dilakukan agar menghindari terjadinya konflik
hukum.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Pidana Pengawasan, Pemidanaan, Pembaharuan Hukum

Tesis ini bertujuan untuk menganalisa Pidana Pengawasan dalam Kebijakan
Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Tesis ini menggunakan metode
penelitian penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan
(library research) yang bersumber dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum
primer dan sekunder. Penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang
dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbaikan terhadap KUHP dilakukan
dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana pengawasan sebagai bentuk pidana
baru dalam pidana pokok sebagaimana Pasal 65 sebagai bentuk penyempurnaan
dari pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f dalam
KUHP yang masih berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1946.
Menjadi penting bagi Undang-Undang No.1 Tahun 2023 untuk memberikan
kepastian hukum terhadap syarat-syarat mengenai pidana pengawasan yang diatur
dalam Pasal 76 sebagai wujud perlindungan baik terhadap pelaku maupun korban
tindak pidana.
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ABSTRACT
Keywords : Criminal Supervision, Criminalization, Law Reform

This thesis aims to analyze Criminal Supervision in Criminal Law Reform Policy
in Indonesia. This thesis uses a research method of research on norms through
library research which is sourced from 2 (two) legal materials, namely primary and
secondary legal materials. Library legal research is a method or method used in
legal research conducted by examining existing library materials.

The result of this study found that the improvement of Criminal Code is conducted
by the enactment of Law Number 1 Of 2023 on Criminal Code which regulates
supervision punishment as a new form of punishment in the main punishment as
Article 65 as a form of improvement of conditional punishment regulated in Article
14a to Article 14f in the current Criminal Code, namely Law Number 1 Of 1946.
It is important for Law Number 1 Of 2023 to provide legal certainty on the
conditions of supervision punishment as stipulated in Article 76 as a form of
protection for both perpetrators and victims of criminal offense.
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